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ABSTRAK

Adibah Ishmah. 04020180368 : Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Cipta Buku Elektronik (E-Book) perspektif Undang-Undang Nomor No. 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dibawah bimbingan Zainuddin, sebagai
ketua pembimbing dan Andika Prawira Buana sebagai anggota
pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaturan mengenai E-Book sebagai hak cipta dan perlindungan hukum
terhadap karya cipta Buku Elektronik (E-Book) perspektif Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Penelitian ini menggunakan
metode penelitian normatif yang mana menggunakan pendekatan
perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Dalam Undang-Undang Hak
Cipta khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) huruf
n. Secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-Book)
adalah salah satu karya “adaptasi’. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan
suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Buku Elektronik (E-Book) juga
merupakan Ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari
ciptaan awal berbentuk buku. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu
perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif
merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan
keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya
aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa
haknya telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain
untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

Rekomendasi penelitian sebagai berikut sebaiknya terkait masalah
pengaturan E-book dilakukan penambahan pasal atau revisi terkait
masalah E-book, dikarenakan di era digital seperti sekarang karya-karya
sudah mulai berkembang dan sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam
melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta
seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral juga
memperbanyak pengadilan niaga disetiap daerah agar mempermudah
penyelesaian terkait hak cipta E-Book secara litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Book
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikatakan dengan jelas dalam ayat suci al-qur'an bahwa kita dilarang
untuk mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak baik, seperti
dalam surah As- Syu’ara ayat 183 yaitu :

r\x/ S 20 0 ‘ A7 >

W\" JML,@\]\L;J.»Y_));M u»UH).W'Y/J
Terjemahan : “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan
mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
dengan membuat kerusakan.”

Jika dilihat dari ayat diatas, pada dasarnya prinsip hubungan antar
manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh
dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun. Memakai hak
orang lain apalagi tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan,
karena hak cipta merupakan sebuah harta (property) bagi si penciptanya.
Dalam islam dianjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil

jerih payah seseorang.

Hak cipta diartikan sebagai hak milik yang telah melekat pada karya-
karya atau hasil cipta seseorang. Yang mana pasal 1 ayat 1 Undang-

undang Hak cipta menjelaskan bahwa:

“‘Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip dekralatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam



bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”

Didalam UU Hak Cipta sendiri mengatur terkait tentang perlindungan
Hak Cipta dan Hak terkait. Pada Hak Cipta sendiri mencakup dua hal yaitu
hak ekslusif dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat secara
abadi pada diri pencipta, maksud atau tujuan dari hak moral sesuai dengan

Pasal 5 ayat 1 huruf e UU Hak Cipta yaitu:

“‘Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang
melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: (e) mempertahankan
haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi
Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

Sedangkan hak ekonomi adalah hak ekslusif dari pencipta atau
pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara
ekonomi dari hasil ciptaan, dalam hal ini pencipta ataupun pemegang Hak
Cipta memiliki beberapa hak ekonomi seperti yang di sebutkan dalam pasal

9 ayat 1 UU Hak Cipta:

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal
(8) memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

{a} Penerbitan ciptaan; {b} penggandaan ciptaan; {c} penerjemahan
ciptaan; {d} pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
ciptaan;{e} pendistribusian ciptaan atau salinannya; {f} pertunjukan ciptaan;
{g} pengumuman ciptaan; {h} komunikasi ciptaan; dan {i} penyewaan
ciptaan”

Adapun seseorang atau kelompok selain pencipta atau pemegang
Hak Cipta yang ingin menggunakan hak ekonomi tersebut harus
mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta:



“ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagiamana yang
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang
Hak Cipta”

Dan setiap orang atau kelompok yang tidak mendapat izin dari
pencipta atau pemilik hak terkait di larang untuk melaksanakan hak
ekonomi dengan tujuan secara komersial. Perbuatan hukum tersebut
menurut Buku ketiga Undang-undang Hukum perdata melanggar pasal
1365 dijelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Era teknologi seperti sekarang ini telah berkembang sedemikian
pesat terutama dibidang pekerjaan dan aktifitas manusia. Internet dengan
segala kemudahan salah satunya yaitu adanya buku elektronik (E-Book).
(E-Book) adalah suatu buku dalam versi elektronik yang dapat dengan
mudah didapat dengan cara mengunduh atau mendownload dan dibaca
melalui perangkat elektronik (smartphone, laptop, tablet dan lain-lain)
sehingga orang-orang lebih memilih untuk menggunakan (E-Book)
dibandingkan buku konvensional atau dalam bentuk fisik nyata.
Kemudahan ini  memberikan peluang bagi orang lain untuk
menyebarluaskan karya (E-Book) sehingga dapat menimbulkan kerugian
bagi pencipta yang berdampak dari segi penjualan buku (E-Book) maupun

buku konvensional.

Peningkatan permohonan hak cipta semakin meningkat dimasa

pandemi 64.784 ribu permohonan, dengan kategori permohonan



perlindungan buku sekitar 12.000 pemohon, dimana permohonan ini
meningkat dalam beberapa tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018
sekitar 9.000 lebih pemohon, 2019 mencapai 11.000 lebih, 2020 mencapai
12.000 lebih berdasarkan laporan DJKI. Meningkatnya permohonan
perlindungan ini didukung dengan perkembangan internet dan teknologi

yang semakin pesat.

Penyebaraan (E-Book) ini biasanya banyak terjadi di media sosial
seperti Instagram dimana ada beberapa akun yang menjual (E-Book) salah
satu contohnya pada akun (E-Book) indo dan (E-Book) novelmurahbngt
yang menjual berbagai macam novel seperti karya Tere Liye ataupun karya-
karya dari penulis lain, mereka menjual dengan kisaran harga Rp.20.000
(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (serratus ribu rupiah)
dengan metode pembayaran yang beragam bisa dengan transfer ataupun
dengan cara membayar pulsa agar dapat join disalah satu akun media
mereka. Tidak hanya pada Instagram saja, penyebar luasan E-book ini juga
biasa dilakukan melalui aplikasi whatsapp, telegram, facebook maupun
online marketing lain. Biasanya para oknum mengirim berupa link ataupun

file (E-Book) tersebut ke grub whatsapp, telegram dan Facebook.

Contoh kasus, Rustina Zahra (26 tahun), seorang novelis yang
memasarkan novel-novel ciptaannya di online marketing lain melalui self
publishing e-book (menerbitkan buku sendiri tanpa bantuan penerbit-

penerbit besar), mendapati salah satu e-commerce yaitu Tokopedia yang



menjual karyanya tanpa izin ia selaku pencipta dan juga tidak mendapatkan

kompensasi atau royalti dari pihak yang membajak karyanya.*

Maraknya pelanggaran hak cipta terkhusus pada (E-Book) di
masyarakat dikarenakan lemahnya perlindungan hak cipta pada (E-Book)
yang mana dari segi regulasi belum dapat menjelaskan secara detail terkait
permasalahan pelanggaran hak cipta (E-Book) dan hal di dukung pula
dengan pandangan masyarakat terkait karya-karya digital di internet
hakekatnya merupakan hak publik yang dapat dimiliki ataupun diakses

secara gratis.

Dalam Undang-undang Hak cipta tidak dijelaskan secara detail atau
spesifik mengenai karya yang dilindungi seperti (E-Book) bahkan tentang
bagaimana sistem perlindungan terhadap (E-Book) sehingga dapat
mengakibatkan kekaburan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian
hukum.

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan, maka dalam
hal ini penulis tertarik mengajukan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA (E-BOOK) (ELECTRONIC BOOK)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK

CIPTA

B. Rumusan Masalah

1 Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja. (2020).
Perlindungan Hak Cipta terhadap pembajakan karya sastra novel versi E-book di Tokopedia.
Program Studi Magister Kenotariatan, UniversitasDiponegoro, 13(1), him. 442,



1. Bagaimana pengaturan tentang (E-Book) (Electronic Book) sebagai
hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta?

2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (E-Book)

perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang (E-Book) (Electronic Book)
menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (E-Book)
perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur
kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya
hukum perdata.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian

sejenis ini pada tahap selanjutnya.



2. Manfaat Praktis
a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam
pemecahan permasalahan terkait ilmu perdata khususnya dalam
bidang Hak Cipta.
b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan
penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian mengenai kata perlindungan. Dalam
Bahasa inggris kata perlindungan sama dengan protection, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perlindungan disamakan
dengan proteksi yang memiliki arti perbuatan melindungi. Adapun
pengertian secara umum tentang perlindungan memiliki arti menjaga
dari sesuatu hal yang berbahaya. Sesuatu yang dimaksud itu dapat
berupa barang, benda maupun kepentingan. Selain itu, perlindungan
diartikan sebagai penjagaan yang diberikan kepada seseorang.

Untuk dapat memahami apa itu perlindungan hukum, penulis
mendapatkan beberapa definisi perlindungan hukum menurut beberapa

ahli sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan
perlindungan itu diberikan agar hak-hak masyarakat dapat
terpenuhi dan dinikmati sebagaimana mestinya.

2. Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum

merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan



terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.?

3. Muchsin berpendapat perlindungan hukum adalah kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai yang
menjelma dalam bentuk Tindakan yang menciptakan ketertiban
dalam pergaulan hidup sesama manusia.®

4. Hetty Hasanah berpendapat memberikan definisi, perlindungan
hukum merupakan upaya untuk mendapat kepastian hukum
sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak

yang melakukan Tindakan hukum.*

Maka dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah bentuk
perhatian pemerintah untuk menjaga dan memelihara masyarakat
demi mencapai keadilan.> Dan perlindungan di konstruksikan

sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.
Sebagaimana penjelasan di atas, perlindungan hukum adalah
bentuk dari berjalannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk

2Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap
Cover Version Lagu Di Youtube. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(4), 508-520.

3 Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia. Universitas Sebelas Maret.

4 Pontoh, K. C. (2016). jaminan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang
gadai saham pada bank umum nasional di indonesia. lex crimen, 5(4).

5> Dimyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar
modal. Jurnal Cita Hukum, 2(2).



memberikan perlindungan hukum dapat diberikan dengan 2 (dua)
cara yaitu dalam bentuk prefentif (pencegahan) dan represif
(pemaksaan) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak
tertulis. Adapun pengertian bentuk perlindungan hukum yang
dimaksud ialah :

Pertama, perlindungan hukum preventif ialah perlindungan
hukum diberikan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran sebelum
hal itu terjadi. Terdapat peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai batasan-batasan seseorang dalam melakukan
sesuatu. Perlindungan hukum yang di berikan masih bersifat
pencegahan maka pemerintah lebih  berhati-hati  dalam
penerapannya. Dalam hal ini subjek hukum dapat mengajukan
keberatan dan juga pendapatnya sebelum pemerintah
mengeluarkan hasil akhir.®

Kedua, perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum
dalam hal penerapannya memiliki perbedaan dengan perlindungan
hukum preventif. Perlindungan represif merupakan perlindungan
akhir yang diberikan berupa sanksi berupa pemindanaan, denda
serta penambahan hukuman, perlindungan hukum ini diberikan
dengan maksud menyelesaikan suatu pelanggaran yang sudah
terjadi dengan menggunakan konsep perlindungan hukum yang

bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan

€ Ibid., him 2
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terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan masyarakat dan pemerintah.’

Sejalan dengan hal tersebut, R. La Porta mengatakan bahwa
negara dapat memberikan perlindungan dengan 2 (dua) yaitu
bersifat pencegahan (Prohibited) dan hukuman (sanction).
Soedirman Kerthohadiprojo mengatakan bahwa tujuan dari hukum
ialah memperoleh keadilan, dan untuk mencapai tujuan tersebut
yaitu dengan adanya perlindungan hukum.8

Fitzerald juga berpendapat, perlindungan hukum bertujuan untuk
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.®

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektuan (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari
beberapa cabang utama yaitu; Hak cipta, Hak kekayaan Industri, Paten,
Merek, Desain Industri, Sirkuit Terpadu, Desain Tata Letak, Rahasia

Dagang dan Varietas Tanaman. Kekayaan intelektual menurut David

7 Maruapey, M. H. (2017). Penegakan hukum dan Perlindungan negara. Jurnal limu
Politik dan Komunikasi, 7(1).

8 Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam
Penegakan Hukum di Era Kontemporer. Him. 1-20.

9 Hasanah, U., Bachtiar, M., & Teresia, R. (2015). Perlindungan Hukum Hak Cipta
Tehadap Ppemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di
Internet.
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Bainbridge dikatakan; ‘“that area of law which concerns legal rights
associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. ”°
Konsepsi David ini tampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum.
Hal ini sangat logis karena hal ini mengkaji masalah tentang HKI pada
akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut
permasalahan upaya perlindungan terhadap hasil karya-karya

intelektual.

Sementara itu ada juga pendapat lain mengatakan bahwa kekayaan
intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau
suatu badan hukum atas penemuan dan penciptaan karya intelektual
mereka dengan cara memberikan hak-hak khusus bagi pencipta baik
yang bersifat social maupun ekonomis.!! Hak Kekayaan Intelektual
adalah hak kebendaan. Dalam hukum perdata Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud.'? Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) jika dilihat dari aspek hukum kebendaan, ia dikatakan

sebagai benda tidak berwujud dikarenakan dapat dialihkan.

Istilah Intellectual Property Rights (IPR) berasal dari kepustakaan

sistem anglo saxon. Namun demikian pada umumnya HKI merupakan

10 pavid Brainbridge, intellectual property, England: Financial Times Pitman

Publishing, 1999. HIm. 3

11 1smail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1990. HIm.

2 Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang

Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Yustisia
Jurnal Hukum, Vol.5. No.1. Him 155.
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hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang lahir karena suatu
kemampuan berpikir untuk menciptakan karya yang mempunyai nilai
ekonomis. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas
sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja

rasio.13

Hasil dari pekerjaan berpikir manusia yang menalar itu pada satu
sisi, hamun pada sisi lainnya adapula hasil kerja emosional dari
pencipta. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan
rasa perpaduan suatu hasil kerja rasional dan emosional itulah yang
melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Menurut ahli
biologi otak kanan yang berperan untuk menghayati kesenian,
berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk kemampuan melakukan
sosialisasi serta mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai

fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinasi dan emosional.

Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya
intelektualitas sehingga melahirkan sebuah produk output berupa benda
yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hajat hidup manusia.
Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual juga merupakan suatu hak
kebendaan yang diakui dan sah oleh hukum yang berupa suatu hak

kekayaan atau kreasi intelektual. 4

13 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.(Jakarta. Rajawali
Press,2010) HIm.9
4 Munir Fuady.2002. Pengantar Hukum Bisnis.(Jakarta: Citra Adity.2009) Him.11

13



Dalam sejarah dijelaskan, yang diakui sebagai kekayaan pada
masyarakat apabila seseorang telah tanah dan juga barang. Karena
kemajuan dan kecanggihan teknologi, konsep mengenai kekayaan juga
berubah, bukan saja hanya tanah dan barang melainkan lahirnya jenis
kekayaan baru vyaitu kekayaan intelektual. HKI pada dasarnya
merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual
manusia dalam bidang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat

bagi umat manusia.*®

Secara konsepnya, HKI memiliki konsep yang cukup sederhana
karena pada dasarnya HKI hanya ingin memberikan suatu penghargaan
bagi seseorang yang telah menghasilkan suatu karya yang dapat
bermanfaat. Hukum Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aspek
hukum yang melindungi Hak-Hak Manusia di dalam Hak

Intelektualnya.'®

HKI atau juga dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKl)
merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR).
Istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan
Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki,
dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual

merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir

15 Budi Santoso, 2009, Pengatar Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister,
Semarang, him 3.
18 |bid., him 3
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seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis,
karikatur, dan seterusnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKIl) merupakan hak-hak
(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan
intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum
yang berlaku.’

Kekayaan Intelektual di Indonesia berkembang dalam tradisi Hukum
Eropa Kontinental dan Common Law dan diperkenalkan di Indonesia
oleh Belanda pada zaman kolonialisme. Indonesia sebagai negara
berkembang suka tidak suka, harus mengikuti mekanisme
perkembangan dalam rangka pergaulan di dunia internasional, ada
beberapa konvensi yang telah diratifikasi seperti; Konvensi Paris dan
konvensi WIPO, dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden
Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan Convention Establishing the
World Intellectual Property Organization, dan Paris Convention For The
Protection Of Industrial Property.

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa : “HKI dapat diartikan
sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau
lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan

kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan

38.

"adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.
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intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-
nilai moral, praktis dan ekonomis.’® Pada intinya hak kekayaan
intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu

kreatifitas intelektual.®
HKI dapat digolongkan ke dalam 2 bagian ialah:

1. Hak cipta (Copyrights).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari; Paten (patent), Merek

Dagang (Trade Mark), dan Desain Industri (Industrial Design).

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan
intelektual, secara normatif, hak atas kekayaan intelektual adalah
“product of mind” atao oleh World Intellectual Property Organization
(WIPO) disebut “creaction of the mind “ yang berarti suatu karya
manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan
biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai
ekonomi. Hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan
intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta

sejak 1982 dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang melekat.

BRachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), him.2.

¥ Muhammad Firmansyah. Tata Cara Mengurus Haki.(Jakarta.Visi
Media.2008).HIm 335
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Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam
mendistribusikan, menjual ataupun membuat turunan dari karya
tersebut. Menurut Widyopramono Hak Cipta sering kali dikatakan
sebagai hak khusus atau hak ekslusif. Karena Hak Cipta adalah hak
ekslusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi
pertumbuhan ekonomi?°. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No.
19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan telah diperbarui menjadi UU No.
28 Tahun 2014. Menurut UU Nomor 28 tahun 2014 Bab |, Ketentuan
umum tentang Hak Cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah
hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.?!

Di Indonesia keberadaan hak cipta dimulai dengan dengan
diterbitkannya UU nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang
diberlakukan pemerintah untuk mengganti Auteurswet 1912, lalu
dilakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta di
Indonesia, menjadi Undang-Undang no. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta
yang kemudian dirubah kembali dengan dengan keluarnya Undang-
Undang no. 12 tahun 1997, sebagai konsekuensi Indonesia dalam

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimana Indonesia telah

20 Widyopranomo, et al. (1992). Tindak Pidana: Analisis dan Penyelesaiannya.
Jakarta : Sinar Grafika him 4
21 pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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meratifikasi perjanjian tersebut dalam undang-undang no. 7 tentang
1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World
Trade Organization).??> Dengan demikian segala perangkat perundang-
undangan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual harus merujuk
dalam ketentuan yang ada pada TRIP (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights).

Pada tahun 2002 pemerintah kembali melakukan perubahan
tehadap UU Hak Cipta dengan menetapkan Undang-undang no. 19
tahun 2002 tentang Hak cipta. Akan tetapi, dirasa masih terdapat
beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan sebuah
perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk
upaya untuk memajukan perkembangan karya-karya intelektual dalam

seni dan budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk mengganti Undang-
undang Hak Cipta dengan UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Lalu dalam perkembangannya kekayaan seni dan juga budaya, serta
pengembangan kemampuan intelektual masyarakat yang semakin
berkembang dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar
ikim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam
melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-

Undang Hak Cipta yang baru, ialah Undang-undang Nomor 28 Tahun

22 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002,
him. 3

18



2014 tentang Hak cipta, agar sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat.

Jika diuraikan masing-masing kata, Hak Cipta terdiri dari 2 kata
yaitu “Hak” dan “Cipta”. Hak adalah kekuasaan untuk menguasai atau
berbuat sesuatu karena telah di tentukan oleh Undang-Undang”, dan
Cipta adalah suatu daya pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Sedangkan menurut terminology hukum hak cipta digambarkan sebagai
hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya seseorang

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.??

Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada
Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun
1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang
luas cakupan pengertiannya. Istilah itu sendiri merupakan terjemahan
dari istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu Auteurs Recht.?*
Dikatakan “kurang luas” dikarenakan istilah hak pengarang itu sendiri
hanya memberikan kesan “penyempitan” arti, jadi seolah-olah hanya
mencakup hak pengarang saja, yang ada sangkup paut dari karang-
mengarang.

Konsep hak cipta di Indonesia, merupakan terjemahan dari

konsep copyright dalam bahasa Inggris. Konvensi Berne pada tahun

23Budi Agus Riswandi. M. Syamsuddin. Hak kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 2

2 Ajib Rosidi.Uundang — Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam
(Jakarta: Djambatan,1984) Him. 3
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1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antar
negara yang berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara
otomatis kepada karya kreatif, dan pengarang tidak harus mendaftarkan
karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya
dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis
mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut, dan juga
terhadap karya derivatif hingga si pengarang secara eksplisit
menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut
selesaiHak pengarang (Author Right) berkembang dari daratan Eropa
yang menganut sistem Hukum sipil, sedangkan hak cipta (Copyright)
berasal dari Negara yang menganut sistem common Law.

Istilah ini berkembang pertama kali untuk melindungi penerbit
dari suatu Tindakan penggandaan buku oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab dan juga tidak memiliki hak untuk menerbitkannya,
dengan maksud bahwa untuk menjamin investasi penerbit dalam
membiayai percetakan karya. Hal inilah yang sesuai dengan landasan
sistem hak cipta dalam Common Law Sistem yang menekankan pada
segi ekonomi. 2°

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut perundangundangan yang berlaku. Seiring

25 ibid
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dengan pemberlakuan UUHC maka sudah sewajarnya masyarakat kita
mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus
dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara
ekonomi. Dalam perolehan Hak Cipta, pada umumnya suatu ciptaan
haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan Hak
Cipta, dan Hak Cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu
tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada
yurisdiksi tertentu). Setiap negara menerapkan persyaratan yang
berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya
berhak mendapatkan Hak Cipta.?®

Pada sistem yang berlaku berdasarkan Konvensi Berne, suatu
Hak Cipta atas suatu Ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran
resmi terlebih dahulu, bila gagasan Ciptaan sudah terwujud dalam
bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur
lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang Hak Cipta sudah berhak
atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak
perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran
ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku
pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti
hak cipta yang sah. Pemegang Hak Cipta bisa jadi adalah orang yang
memperkerjakan Pencipta dan bukan Pencipta itu sendiri bila Ciptaan

tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini

%6 ibid
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umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and

Patents Act 1988) dan Indonesia (Pasal 8 UUHC).?’

Diketahui bahwa hak cipta adalah suatu hak kebendaan yang

bersifat eksklusif bagi pencipta dan penerima hak suatu karya atau

ciptaannya. Masih pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan

hak cipta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun yaitu:

1.

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara
sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang
bersifat khas dan pribadi.”

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang
diekspresikan dalam bentuk nyata.”

“‘Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta,
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau
pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak

tersebut.”

. “Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan

satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan

bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

27 Loc.cit
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5. “Pendistribusian  adalah  penjualan, pengedaran dan/atau
penyebaran penciptaan dan/atau produk hak terkait.”?8

6. “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta
atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat
tertentu.”

7. “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu
ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau
pemilik hak terkait.”

8. “Penggunaan secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau
produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Hak cipta dalam pengertian pemberian Hak ekslusif yang diatur
dalam UUHC terdapat 2 macam yaitu?® : Hak Cipta meliputi pencipta

dan pemegang hak cipta.

a. Hak terkait atau neightbouring rights meliputi;
1. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilakan dan

mempertunjukkan suatu ciptaan

28 pasal 1. UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2% Khoirul Hidayah, (2017). Hukum HKI Hak kekayaan Intelektual. Malang : Setara
Press, him. 33
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2. Producer fonogram adalah orang atau badan hukum yang

pertama kali merekam dan memiliki tangging jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi

lain

. Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik

Lembaga penyiaran publik, Lembaga penyiaran swasta,
Lembaga penyiaran komunitas maupun Lembaga penyiaran
berlangganan yang dalam melakukan tugas,fungsi,dan tanggung
jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam pasal 20 UUHC menjelaskan bahwa hak terkait meliputi :
a. Hak moral milik pelaku pertunjukan.

b. Hak ekonomi yang dimiliki pelaku pertunjukan.

c. Hak ekonomi produser Fonogram.

d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.
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2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar dalam suatu sistem hak cipta adalah untuk melindungi
wujud asli dari hasil karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan
intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan
yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau
dibaca oleh manusia itu sendiri.3°

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diketahui bahwa tekait
dengan ruang lingkup hak cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat demikian
bahwa sumbernya harus disebutkan dan dicantumkan tidak dianggap

sebagai suatu Tindakan pelanggaran hak cipta :

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan Pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

b. Perbanyakan suatu ciptaan selain program computer, secara
terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh
perpustakaan umum, Lembaga ilmu pengetahuan atau Pendidikan,
dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk

aktivitasnya;

30 Yusran Isnaini,. Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space.( Jakarta:Ghalia
Indonesia,2009). HIm.29-30
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Pembuatan Salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik
program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan
sendiri;
. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian,
guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian,
guna keperluan:
e Ceramah yang semata-mata untuk tujuan Pendidikan dan
ilmu pengetahuan; atau
e Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar
dari pencipta.
Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna Netra, kecuali
jika perbanyakan itu bersifat komersial;
. Perbanyakan suatu ciptaan selain program computer, secara
terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa
oleh perpustakaan umum, Lembaga ilmu pengetahuan atau
Pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-

mata untuk keperluan aktivitasnya;
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h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan

teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan3!

3. Objek Hak Cipta

a. Objek Hak Cipta yang Dapat Dilindungi

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari
pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat
ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga
sebagai aset komersial. Karya-karya  yang dilahirkan atau
dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui
curahan tenaga,pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah
sewajarnya diamankan dengan mengembangkan  sistem
perlindungan hukum atas ciptaan tersebut yang dikenal dengan
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana HAKI berperan
untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan
instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten,
Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas

Tanaman.3?

Ciptaan yang telah memperoleh suatu hak cipta

sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang

31 Dr. Yoyo Arifardhani, (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (suatu
pengantar). Jakarta : KENCANA, HIm 68

32 Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, (2005) Hak
Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruaan Tinggi. Bogor: Kantor Hak
Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan secara

umum, yaitu; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:

a)

b)

f)

9)
h)
)
)
K)

1)

Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan atau ilmu
pengetahuan;

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomime;

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

Karya Seni Terapan;

Karya Arsitektur;

Peta,

Karya seni batik atau seni motif lain;

Karya Fotografi;

Potret;

m) Karya Sinematografi;

n)

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya cipta lain dari hasil

transformasi;
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0) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional,

p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

g) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;

r) Permainan video; dan

s) Program Komputer.

b. Objek Hak Cipta Yang Tidak Dapat Dilindungi
Menurut pasal 41 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014,

hasil karya yang tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta meliputi :

a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip,
temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan,
digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah
Ciptaan;

c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya
ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan

d) Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa; hasil rapat
terbuka Lembaga negara, Peraturang Perundang-undangan,

pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan

29



pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol

keagamaan.

4. Hak Yang Dimiliki oleh Pencipta

a. Hak Ekonomi

Hak Cipta mempunyai pengertian bahwasanya hak ekonomi
merupakan hak eklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk
mendapat manfaat ekonomi atas ciptaanya. Hak ekonomi ialah hak
eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas suatu ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak
untuk memperbanyak, mendistribusi, menerjemahkan suatu karya
cipta. Hak ekonomi ini berkaitan dengan pemanfaatan komersial
suatu ciptaan dan juga berhubungan dengan suatu perlindungan
kebutuhan ekonomi pencipta, misalnya hak pembayaran royalti.
Dikatakan suatu hak ekonomi dikarenakan hak kekayaan intelektual

merupakan benda yang memiliki nilai secara komersial.
Menurut Djumhana, mengklasifikasikan hak ekonomi meliputi;33

1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right) yakni
hak untuk menggandakan ciptaan.
2. Hak adaptasi (adaption right) hak untuk menggandakan

adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya

33Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Intelektual. (Bandung: Citra
Aditya Bakti. 2001). Hal. 20-21
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penerjemah dari suatu Bahasa ke Bahasa lain, isi novel
diubah menjadi scenario film.

. Hak distribusi (distribution right) yaitu hak untuk menyebarkan
kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalm bentuk
penjualan atau penyewaan.

. Hak pertunjukkan (publik performance right) yaitu hak untuk
menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam
bentuk penjualan atau penyewaan.

. Hak pertunjukkan (publik performance right) yaitu hak untuk
mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau
penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman dan
peragawati.

. Hak penyiaran (broadcasting right) vyaitu hak untuk
menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.

. Hak program kabel (cabel casting right) yaitu hak untuk
menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misalnya
televisi pelanggan yang bersifat komersial.

. Droit de suitc yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat
kebendaan.

. Hak pinjaman masyarakat (publik lending right) yaitu hak
pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di

perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.
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b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan
bersifat mutlak, tidak dapat dihapus ataupun dihilangkan. Hak moral
ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.3* Hak moral merupakan
pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan
kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan
ciptaanya harus dihargai.®® Hak moral itu diberikan semata-mata
untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan
pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. Konsep
hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari

Perancis.

Hak moral diberikan untuk menjaga nama baik reputasii
pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya
intelektualitas seseorang.®® Adapun hak moral yang dimaksud diatur

padal pasal 5 ayat 1 UUHC sebagaimana berikut:3’

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;

2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

34 Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. Perspektif, 19(2). HIm
137-143.

35 Rahmi Jened. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law). Bandung : Citra Aditya Bakti.
Him 135

36 Sanusi Bintang. Hukum Hak Cipta. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998). Him. 98.

37 Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 5 ayat 1.
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3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat;

4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya;

6. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Dalam hal yang dimaksud pada pasal 5 angka 2 memuat
penjelasan mengenai ciptaan tidak dapat dialihkan selama penciptanya
masih hidup, tetapi jika pencipta ingin mengalihkan dapat dialihkan
dengan wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Abdulkadir Muhammad menuliskan bahwa yang termasuk dalam hak

moral adalah hak-hak berikut :38

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya
nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan;

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa
persetujuan pencipta atau ahli warisnya;

3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan
sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan

dalam masyarakat.

38 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung;
Citra Aditya Bakti, 2001), hal 20-21
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Hak moral diatur dalam undang-undang hak cipta dan Konvensi Berne.

Dalam Pasal 24 UUHC ditentukan bahwa di dalam Konvensi Berne

ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta:3°

1.

Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada
pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan
dalam ciptaannya (a) Tidak diperbolehkan mengadakan
perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta
atau ahli warisnya, (b) Dalam hal pencipta telah menyerahkan
hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup
diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan
termasuk dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari
ahli warisnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman
dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Pencipta tetap berlaku mengadakan perubahan pada ciptaannya

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

. Hak untuk menuntuk kepemilikan

Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikkan, atau

perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam

¥ ibid

34



hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik

atau reputasi pencipta.

5. Subjek Hak Cipta
a. Pencipta
Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan
bahwa pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang
bersifat khas dan pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk
ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut

kecuali ditentukan lain.*°

Menurut Undang-undang Hak Cipta, pencipta suatu karya tulis
mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan yang

terdiri dari:

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang
diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu
perjanjian lisensi;

2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;

3. Hak untuk membuat karya pertunjukkan dalam bentuk
apapun;

4. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

40 Hashir Paserangi. Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan Hukum hak Cipta
Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip Dalam
TRPIs di Indonesia. Jakarta : Rabbani Press, 2011) Him. 34
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Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang atas hak
ciptaannya. Dengan kata lain bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta
itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak
tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari
orang tersebut. beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain
yang akan menerima hak tersebut dilakukan dengan dengan cara
penyerahan atau pemberian suatu lisensi kepada seseorang.** Pasal 31

juga menjelaskan yang dianggap pencipta adalah :

a. Disebut dalam ciptaan;

=

Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

o

Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

o

. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta.

b. Pemegang Hak Cipta
Dalam Undang-Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 pasal 1
angka 4 disebutkan bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai
pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari
Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang
menerima hak tersebut secara sah. Jadi Pencipta dan penerima hak

cipta memiliki hak eksklusif suatu ciptaan tersebut yang dimana memiliki

4 Simon Butt,dkk. Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung : PT. Alumni,
2013). HIm. 110
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hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan ataupun memberi

izin kepada orang lain.

D. Tinjauan Umum (E-Book)

1. Pengertian (E-Book)

Buku elektronik merupakan versi digital dari buku yang berisikan
kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar. (E-Book) sendiri
menjadikan teks dan gambar dalam bentuk informasi digital baik dalam
format teks, pdf, jpeg html dan lain-lain. Saadiah (2008) dalam Yusminar
(2014) mengemukakan bahwa (E-Book) adalah versi elektronik dari
sebuah buku cetak tradisional yang dapat dibaca menggunakan
komputer pribadi atau dengan menggunakan alat teknologi informasi

lainnya.

Perangkat yang digunakan untuk mengakses (E-Book) dapat
berupa komputer, laptop, smartphone, tablet dan lain-lain. (E-Book) juga
dapat dibaca dengan cara mengunduh ataupun mendownloadnya.
Dengan era yang digitalisasi seperti sekarang sangat mudah untuk
memperoleh informasi menggunakan (E-Book) dan juga kemudahan

tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

(E-Book) memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai

berikut*? :

42 Wahyuni, R. (2020). Aplikasi (E-Book) Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas li Jambi. Jurnal llImu Komputer, 9(1), 20-26.
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. (E-Book) relatif lebih mudah dibuat, dipublikasikan dan
disebarluaskan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini;

. Buku dalam bentuk kertas yang bahan bakunya berasal dari
pepohonan, pada masa mendatang tentunya harga semakin
mahal dan terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat
akan beralih ke teknologi buku digital;

. Media penyimpanan (E-Book) lebih efisien dan murah, tidak
membutuhkan tempat dan ruang yang luas;

. Tampilan (E-Book) seperti margin, spasi, ukuran teks dan
warna background bisa diubah-ubah sesuai dengan selera

dan kebutuhan membaca.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi
kasus normative dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya
adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dimasyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap orang.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan
metode penelitian normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai

metode penelitian hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah
pendekatan Undang-undang (Statue approach). Pendekatan ini dilakukan
dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan
dengan isu hukum yang di teliti, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-
undang yang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang

dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.
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C. Jenis dan sumber Bahan Hukum.
Jenis sumber hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer

dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan.
Menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu seperti hasil-hasil penelitian, hasil
karya ilmiah dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, jurnal ilmiah, artikel dan karya-karya

ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Untuk mendapatkan sumber hukum yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan sumber
hukum Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sehubung dengan
permasalahan dalam penelitian maka pengumpulan sumber hukum akan
dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dikumpulkan melalui literatur,
yakni dengan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan

tentang Hak Cipta.
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E. Analisis Bahan Hukum.

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses
inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis
secara mendalam menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara
menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya.
Selanjutnya dilakukan pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data
dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis sehingga akan
memudahkan peneliti melakukan analisis serta mencari keterkaitan antara
bahan hukum lainnya untuk menemukan taraf sinkronisasi, inkonsistensi di

antara perundang-undangan tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang (E-Book) Electronic Book sebagai hak cipta

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya
dalam pengembangan internet dan program komputer memberikan
dampak yang besar khususnya pada dunia hukum, terutama yang
bersinggungan dengan industri serta hak cipta.*> Ketika teknologi
konversi data muncul, banyak karya cipta konvensional yang telah
diubah ke dalam media digital. Dalam kaitan dengan konversi bentuk
digital ini, banyak pekerjaan dan produk karya cipta dapat dengan
mudah diakses oleh kebanyakan orang-orang dengan bantuan dari

komputer, perangkat lunak dan jaringan internet.**

Versi digital dari buku cetak yaitu buku elektronik (E-book), bila
umumnya buku itu terdiri atas rangkaian kertas yang di dalamnya berisi
teks maupun ilustrasi, maka pada buku elektronik berisi informasi yang
berbentuk digital dan dapat berupa teks maupun gambar. Buku
elektronik lebih digemari karena bentuknya yang lebih simpel jika
dibandingkan dengan buku versi cetaknya, serta bisa diakses dimana

saja karena adanya fitur internet, dan mempunyai fitur pencarian yang

43 Labetubun, Muchtar AH. (2011) "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya
(Kajian Overlaping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." Jurnal Sasi 17, no. 4 .
4 ibid
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memudahkan pembaca menemukan kalimat atau kata yang ingin

dicari.*®

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
pasal 5 ayat 1-3 menjelaskan bahwa Buku terdiri atas buku cetak dan
Buku Elektronik, Buku elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal ini merupakan suatu teks, gambar, audio, video atau gabungan
dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. Pasal
ini menjelaskan bahwa E-Book masuk dalam kategori Buku yang
diadaptasikan dalam bentuk Elektronik. Dasar perlindungan terhadap e-
book mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, yang
menyatakan bahwa buku dan karya tulis lainnya merupakan karya cipta
yang dilindungi. Berdasarkan atas pasal tersebut maka e-book juga
termasuk dalam karya cipta yang dilindungi, sama seperti buku cetak
pada umumnya. Hal tersebut karena e-book merupakan karya tulis yang
di adaptasi dari karya cipta awal yang berwujud buku yang memperoleh
hak cipta masing-masing setelah diwujudkan dalam bentuk karya

nyata.*®

Perlindungan terhadap hak cipta e-book pada dasarnya harus

menjamin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu

4> Kertha Semaya. (2020). Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di
Indonesia Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, him. 1589-1597.

46 Roisah, Kholis. Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi
pengakuan HKI dari masa ke masa. Setara Press, 2015, h. 1-2.
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(pemegang hak kekayaan intelektual) dan kepentingan masyarakat
umum. Perlindungan terhadap hak cipta e-book diperlukan agar pemilik
karya cipta dapat merasa aman ketika menggunakan atau
mengeksploitasi ciptaannya*’. Perlindungan tersebut akan memberikan
jaminan hukum terhadap si pemegang hak cipta dan bagi masyarakat
dan dapat menggunakan atau menikmati ciptaan itu harus atas dasar

izin dari si pemegang hak cipta.*®

E-book adalah adaptasi dari buku konvensional yang dimana secara
Undang-undang termasuk dalam hak cipta yang dilindungi tepatnya
pada pasal 40 ayat (1) huruf a, yaitu Buku, pamflet, perwajahan karya
tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; dalam hal ini
karya ciptaan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Dimana yang

dijelaskan dalam pasal 4 undang-undang hak cipta ialah :4°

“‘Hak Cipta sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

Hak Ekonomi pada karya cipta E-Book merupakan hak eksklusif
pencipta atapun pemegang hak cipta sebagaimana dijelaskan pada
pasal 8 Undang-undang Hak Cipta ialah; Hak ekonomi merupakan hak
eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaan, yang mana pencipta ataupun pemegang

7 1bid.

9 1bid.
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hak cipta meimliki hak ekonomi melakukan penggadaan ataupun
penerbitan pada karya e-book tersebut sebagaimana dalam pasal 9 ayat

1:°0

Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

a) Penerbitan ciptaan;

b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c) Penerjemahan ciptaan;

d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
ciptaan;

e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

f) Pertunjukan ciptaan

g) Komunikasi ciptaan

h) Penyewaan ciptaan.

Lebih jelasnya lagi terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta
khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui
bahwa buku digital atau elektronik (E-Book) adalah salah satu karya
“adaptasi”. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan suatu ciptaan menjadi
bentuk lain. Buku Elektronik (E-Book) juga merupakan Ciptaan yang
dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan yang awalnya
berbentuk buku yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah
diwujudkan dalam bentuk nyata.>* Adaptasi merupakan suatu pekerjaan
yang pada dasarnya sama dengan karya asli walaupun mungkin ada

perubahan dalam segi format.

50 L oc.Cit
51ibid
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Seperti Hak Cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta berbasis
media digital diperoleh secara otomatis (automatic protection),>?untuk
semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan Hak
Cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang Hak Cipta di internet
memiliki hak-hak eksklusif yang salah satunya ialah Hak membuat karya
derivatif (the adaptation right), ialah hak yang memberikan hak eksklusif
kepada pemilik karya untuk membuat karya turunan (rerivative work)

atas karya cipta yang telah dibuatnya.

Karya derivatif adalah suatu karya baru yang terwujud karena
didasarkan pada karya sebelumnya yang telah ada. Hal ini dapat berupa
revisi dari karya asli, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya,
atau dapat berupa sebuah karya yang disusun, diubah atau pun
diadopsi menjadi bentuk lain. 3 Sebuah Karya Derivatif atau disebut
juga Karya Turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih
karya yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, aransemen
musik, dramatisasi, fictionalization, film, rekaman suara, reproduksi
seni, ringkasan, kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu

karya, ditransformasi, atau diadaptasi.

Dapat dikatakan bahwa suatu karya derivatif adalah sebuah “versi

terbaru” dari suatu karya cipta, dimana jelas diantara keduanya

52 Op.Cit.
53 Loc. Cit
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ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak merubah

format dasar atau basik dari ciptaan tersebut.

Jika dianalisis (E-Book) ini adalah sebuah buku namun dalam bentuk
atau sifat yang berbeda, seperti halnya dalam pengertian (E-Book),
bahwa (E-Book) atau buku elektronik (elektronic book) adalah versi
elektronik dari buku konvensional, di mana buku pada umumnya terdiri
dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku
elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau
gambar. Oleh karena itu perlindungan (E-Book) dalam perlindungan
terhadap hak cipta sama dengan perlindungan buku konvensional
karena sama-sama merupakan hasil dari karya tulis pencipta (ciptaan)
yang sudah dalam bentuk nyata baik dalam bentuk cetakan buku

(hardcopy) atau dalam bentuk file digital (softcopy).

Dalam UU ITE pasal 25 menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya
intelektual,situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.” yang jika diuraikan bahwa (E-Book)
merupakan suatu karya yang berisikan informasi maupun dokumen
elektronik yang menjadi karya yang harus dilindungi dan merupakan

karya intelektual walaupun dalam bentuk elektronik.
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B. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (E-Book) perspektif
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini
menunjukkan pada peristiva atau perbuatan. Perlindungan juga
diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan
atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari
pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang
mengancamnya. Perlunya perlindungan hak atas hak cipta, dikarenakan
perlu adanya pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang
akan didapat oleh pencipta dari hasil ciptaannya, sehingga dengan
demikian dapat mencegah kerugian-kerugian dari pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia
sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang
lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga
masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain

yang sama-sama terikat dalarn suatu ikatan kemasyarakatan.>*

Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan
kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak
boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan
peseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja akan tetapi

pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu

54Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional,
Undangundang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungamnya Terhadap Buku Serta Perjanjian
Penerbitannya, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal 228.
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diberikan dan diakui oleh hukum oleh karena dengan diberikannya hak
tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum

itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.>®

Dalam perkembangannya beberapa bulan terakhir penulisan karya
tulis dan buku oleh para remaja di Indonesia berhasil memberikan
dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan
dan sastra di Indonesia. Karya-karya tersebut tertuang dalam berbagai
bentuk buku fiksi maupun non fiksi. Beriringan dengan perkembangan
teknologi internet, karya tulis dan buku mulai mudah untuk dibaca dan
diakses melalui smartphone. Tak jarang ditemukan pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi, dengan demikian dibutuhkan sebuah

perlindungan hukum bagi pencipta.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penulis novel “Untold”
dengan dengan nama Akun Dandelion menjelaskan bahwa “Adanya
pembajakan dan penggandaan buku seperti e-book tersebut sangat
merugikan bagi penulis, terutama tidak dihargainya karya dari para
penulis dan akibatnya berdampak pada kerugian ekonomi bagi penulis,
hal ini membuat para penulis menjadi malas berkarya karena biaya
dalam menulis buku tidak murah dan mengorbakan banyak hal
termasuk waktu dan materi”.%® la juga berharap adanya jaminan

perlindungan hukum bagi para penulis yang dilaksanakan oleh

5 ibid
56 Hasil Wawancara dengan Dandelion pada Tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 14:00 Wita
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pemerintah terkait untuk memberikan keadilan dan akses untuk
menuntut hak-haknya diberikan karena adanya pembajakan buku

berbentuk e-book tersebut.

E-Book mendapatkan suatu bentuk perlindungan yang sama dengan
karya cipta pada umumnya, Implikasi yang ditimbulkan oleh E-Book
dalam Undang-undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014 yaitu E-Book juga
mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat
dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 tahun

2014.

Jika dianalisis, penulis buku yang karyanya disebarluaskan tentu hal
ini merugikan hak ekonomi bagi pencipta karena E-Book yang
digandakan atau dibajak dan didistribusikan secara illegal atau melawan
hukum ini membuat orang-orang yang melakukan hal tersebut
memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin yang diberikan bagi

pencipta.

Menurut Philipus M Hadjon memberikan penjelasan mengenai
perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif
dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan suatu
bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan.
Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-

aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya
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telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk

dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.>’
a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya
suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal
ini yaitu berupa perlindungan Hak Ekonomi Pencipta (E-Book).
Terkait dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta sesuai dengan
UUHC ini sebagaimana yang diketahui bahwa UUHC merupakan
salah satu peraturan yang digunakan untuk memberikan

perlindungan terhadap suatu karya cipta.>8

(E-Book) merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh
pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai hak cipta atas
(E-Book) tersebut. Jika merujuk pada UUHC vyang dimana
perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta ini sangat penting
terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki.
Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu
diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang
semata-mata diberikan secara khusus baik dari hak moral dan hak

ekonomi. %°

57 Philipus M.Hadjon, (2005) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina lImu,
Surabaya : him. 2

%8 ibid

59 Op. Cit
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Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
Ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud disini adalah berupa
keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan
sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau penggunaan oleh pihak lain
berdasarkan lisensi. Terkait hak ekonomi, menurut Undang-undang
hak cipta pasal 87 sampai dengan pasal 93 terdapat Lembaga yang
mengatur terkait tentang royalti yaitu Lembaga Menajemen Kolektif
(LMK). Lembaga manajemen Kolektif (LMK) merupakan Lembaga
yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak
Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak

terkait.60

Lembaga manajemen Kolektif khususnya pada hak cipta buku
ini tepatnya pada tahun 2008 l|katan Penerbit Indonesia (IKAPI)
mendirikan Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI) yang kemudian
berubah menjadi Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI). YRCI
adalah sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang
mendapatkan kuasa dari setiap pemilik hak cipta uintuk memungut
royalti dari lisensi yang diberikan kepada setiap pengguna yang

memperbanyak buku. kemudian berubah lagi menjadi PRCI ialah

80 Antonio Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Perkembangan Aplikasi
Musik Streaming, Vol. 13 No. 3, 2019, hal. 392.

52



suatu Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), telah
disahkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0071236.AH.01.07. Tahun 2016 pada

tanggal 19 Agustus 2016.%*

Maksud didirikannya PRCI ini adalah untuk mewakili Pencipta
dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang
literasi, dalam melindungi Hak Cipta, dan memberikan kemudahan
bagi para Pengguna untuk secara sah
memanfaakan/menggandakan karya cipta. PRCI juga mengelola
hak ekonomi setiap Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta
Penerbit dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti atas
pemanfaatan Ciptaan baik secara nasional maupun internasional
berdasarkan kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta

serta Penerbit.%2

&1 bid.
62 bid.
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b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu
pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta.
Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk
penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki
pencipta. Dalam hal ini perlindungan diberikan yaitu perlindungan
yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta tentu
saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun
denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta

tersebut.53

Bentuk perlindungan represif terhadap permasalahan hak cipta,
UUHC menentukan bahwa pihak — pihak yang merasa dirugikan atau
dilanggar haknya dapat melakukan gugatan alternatif penyelesaian
sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang di maksud
adalah pengadilan Niaga.

Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi Pencipta
(E-Book) berdasarkan pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
UUHC diatur dalam pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUHC,

terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila

83 Ruhiat Sobirin. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book

atas proses pendistribusian e-book berdasarkan UU. No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

dikaitkan dengan UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas

Islam Nusantara, 18(4), him. 30
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adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atas suatu karya
yang dimilikinya. Hak-hak eksklusif berlaku terlepas dari apakah
karya-karya tersebut dapat disalin sebagian atau seluruhnya.
Dengan demikian, pelanggaran Hak Cipta terjadi jika orang yang
mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah
melakukan tindakan pelanggaran.®*

Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada orang yang
mengklaim bahwa karyanya telah dilanggar. Dalam hal ini,
perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak
cipta dalam bentuk penghormatannya harus diberikan untuk
memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar
kembali. &

UU ITE atau Undang-Undang no. 11 tahun 2008 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 adalah
Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi
elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE
memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi
elektronik, karena sifat dari pendistribusian E-Book menggunakan
media elektronik, di mana media elektronik hukumnya termasuk

kedalam ranah UU ITE.%¢

54 |bid
55 |bid
56 Loc.Cit
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Pasal 1 angka (1) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa
informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Pada Pasal 3 UU ITE menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi
dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih
teknologi atau netral teknologi. Kemudian, Pasal 7 UU ITE
menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan hak,
memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain
berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem
Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Maka dari itu setiap E-book yang dimiliki oleh seseorang harus
diperoleh dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Berikut ini adalah pasal dari Undang-Undang ITE yang

mengatur terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual :
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Pasal 25 :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang
ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal 26 :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang

ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya, di dalam Pasal 32 UU ITE menyatakan
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
Oleh karena itu, buku yang berbentuk digital (E-book) jika
diperoleh dengan tanpa hak maka hal itu dilindungi oleh UU ITE.

Kemudian, ditekankan kembali pada Pasal 36 UU ITE
bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan pada
Pasal 32 yang dilarang dilakukan dan mengakibatkan kerugian
bagi orang lain. Sanksi yang diberikan setiap orang yang

memenuhi unsur pada Pasal 32 UU ITE dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling
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banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Pasal 48 UU
ITE.

Kesimpulan yang dapat kita lihat disini ialah bahwa
Undang-undang ITE juga mengakui keberadaan hak kekayaan
intelektual dalam dunia maya. Undang-undang ITE ini mengatur
peraturan maupun sanksi atas pelanggaran HKI yang salah
satunya ialah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan
perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang disusun menjadi sebuah karya intelektual, situs
internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi
sebagai hak kekayaan intelektual.®’

Oleh karena itu, setiap dokumen vyang berbentuk
elektronik terkhusus buku berbentuk E-Book dilindungi pada
Undang-undang ITE karena setiap pelanggaran atas dokumen
elektronik milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian
terhadap pemiliknya akan diselesaikan melalui prosedur

penegakan hukum pidana dan dapat juga diberikan denda.®®

87 Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku
Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." SASI 24, no. 2 (2019): 138-149.
%8 |bid
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 khususnya
dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui bahwa
buku digital atau elektronik (E-Book) adalah salah satu karya
“adaptasi’. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan suatu ciptaan
menjadi bentuk lain.

2. Perlindungan preventif diberikan bentuk perlindungan untuk
mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan
setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila

seseorang merasa haknya telah dilanggar.

B. Saran

1. Sebaiknya terkait masalah pengaturan E-book dilakukan
penambahan pasal atau revisi terkait masalah E-book, dikarenakan
di era digital seperti sekarang Kkarya-karya sudah semakin
berkembang.

2. Sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam melakukan penyuluhan
kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta seseorang untuk
dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral juga
memperbanyak pengadilan niaga disetiap daerah agar
mempermudah penyelesaian terkait hak cipta E-Book secara litigasi.
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